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Abstract 

Background:  

The registration of the Deed of Pledge of Endowment (Akta Ikrar Wakaf) is crucial to ensure the validity and 

clarity of the waqf land status. Issues arise when the deed of waqf pledge for land that already has a social facility 

status was rejected by the Land Office in 2019. 

Research Metodes:  

This research is categorized as empirical legal research that is descriptive-analytical in nature, drawing from 

secondary legal materials and tertiary legal sources. 

Findings:  

The research findings include: 1) The validity of the Deed of Pledge of Waqf No. W2/07/VII/2019 complies with 

regulations, but the waqf pledge is invalid due to unmet waqf elements. 2) Registration constraints of the Deed of 

Pledge of Waqf lead to legal uncertainty and the risk of revocation of ownership rights or waqf status.  

Conclusion:  

This research concludes that the Deed of Pledge of Waqf No. W2/07/VII/2019 related to social facility land is not 

valid, and the registration constraints can have serious consequences, including legal uncertainty and the risk of 

revocation of ownership rights. The proposed solution is to transfer the land to the city government as a municipal 

asset to address these issues. 
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Abstrak 

Latar Belakang:  

Keabsahan Akta Ikrar Wakaf atas tanah yang berstatus fasilitas sosial menjadi isu penting setelah penolakan 

pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan pada tahun 2019, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan akta tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan 

penolakannya, dengan urgensi untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak terkait wakaf tanah. 

Metode Penelitian: 

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis, dengan data sekunder yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berfokus pada 

peraturan perundang-undangan terkait dan teori hukum. 

Hasil Penelitian:  

Penelitian ini menemukan bahwa keabsahan Akta Ikrar Wakaf No. W2/07/VII/2019 dinyatakan tidak valid karena 

unsur wakaf yang tidak terpenuhi sepenuhnya. Kendala dalam pendaftaran ini juga menimbulkan risiko 

pencabutan hak milik atau status wakaf, yang pada akhirnya mengarah pada ketidakpastian hukum yang serius. 

Sebagai solusi, tanah tersebut disarankan untuk dialihkan ke pemerintah kota sebagai aset daerah untuk mengatasi 

permasalahan yang ada.  

Kesimpulan:  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Akta Ikrar Wakaf No. W2/07/VII/2019 terkait tanah fasilitas sosial tidak 

valid, dan kendala pendaftarannya dapat berdampak serius, termasuk ketidakpastian hukum dan risiko pencabutan 

hak milik. Solusi yang diusulkan adalah menyerahkan tanah kepada pemerintah kota sebagai aset daerah untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. 

 

Kata kunci: Keabsahan; Tanah Wakaf; Fasilitas Sosial; Batal Demi Hukum.  
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1. PENDAHULUAN 

Setiap manusia selaku umat muslim mendambakan hidup bahagia didunia dan selamat 

di akhirat nantinya. Kebahagian di dunia diupayakan dengan giat bekerja mencari rezeki yang 

halal dan dari rezeki tersebut dilaksanakan kebaikan-kebaikan sebagai tabungan diakhirat 

nanti.1 Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Radiallahu ‘anhu  اعمل 

ياك دن ك ل أن يش ك ع ك واعمل ، ً داب  ت رت ك لآخ أن موت ك  yang artinya “bekerjalah untuk duniamu ًداب  ت

seakan-akan akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan 

mati  besok pagi”.  Ummat muslim diharapkan untuk giat bekerja untuk kehidupan dunia dan 

akhiratnya, dengan giat bekerja maka keinginan untuk bahagia dunia dan selamat diakhirat 

dimaksud dapat terwujud.2  

Kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang akan dijalani setelah manusia 

meninggal dunia. Sebagai ummat muslim kita meyakini bahwa ada amalan yang terus mengalir 

walaupun kita sudah meninggal dunia. Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radiallahu 

‘anhu dalam hadist riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda: “apabila manusia itu 

meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga, yaitu: sedekah jariyah, ilmu 

yang bermanfaat dan doa anak sholeh yang berdoa baginya”. Amalan yang berkaitan dengan 

harta benda adalah sedekah jariyah, seperti amalan wakaf. Benda wakaf tersebut memiliki sifat 

tidak habis dan tidak berkurang meski dimanfaatkan berkali-kali, seperti tanah, bangunan dan 

benda bergerak lainnya.3  

                                                             
1 Salim Hasan dan Ahmad Rajafi, “Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado,” Aqlam: Journal 

of Islam and Plurality, 3.2 (2018), 281–300.  
2 Moh. Rosyid, “Peran Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Mengantsipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus 

Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Di Kudus,” ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf, 3.1 (2016), 98–126. 
3 Onny Medaline, “Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah,” Al-Awqaf 

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 10.2 (2017), 142–53. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Tanah menjadi hal yang sangat dibutuhkan manusia, baik untuk hidup dan menjalin 

kehidupannya. sesuai dengan yang tercantum di dalam landasan idial negara Indonesia yakni 

Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu sila pertama yang 

menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti bahwa tidak ada kehidupan di bumi 

Indonesia merdeka bagi warga negara Indonesia (WNI) yang tidak beragama.4 Dalam semua 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia harus berlandaskan kepada 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang di dalamnya terdapat landasan hidup dan kehidupan 

manusia yaitu Pancasila, di mana keyakinan beragama menjadi yang utama dan pertama 

sekali.5  

Keyakinan beragama dipertegas didalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang 

menyebutkan “atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh 

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia 

menyatakan dengan ini kemerdekaannya”, serta di dalam batang tubuh UUD 1945, yakni Pasal 

29 Ayat (1) dan (2), yang berbunyi:6 

1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.  

2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

Setelah kemerdekaan hal yang menjadi fokus dalam menata kehidupan berbangsa dan 

bernegara adalah melakukan reformasi hukum, terutama dalam menata hubungan hukum 

antara manusia dengan bumi, air dan kekayaan alam Indonesia, yang sudah tertuang didalam 

Pasal 33 Ayat (3) yaitu: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Reformasi 

hukum atas hal tersebut melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana dasar pembentukannya sesuai dengan konsiderannya 

adalah dasar hukum adat yang bersandar pada hukum agama.7  

Berdasarkan konsideran UUPA tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diatas, 

jelas bahwa hubungan hukum diantara manusia dengan tanah (permukaan bumi) juga tunduk 

                                                             
4 Khoirun Nisak, “Model Pengelolaan Wakaf Tanah dan Wakaf Uang sebagai Sumber Pembiayaan SDGs 

Nomor 2 di Indonesia,” Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 5.2 (2023), 80–94. 
5  Irfan Christianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” Al-

Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 10.01 (2022), 91–106. 
6 Yulia Mirwati, Wakaf Tanah Ulayat dalam dinamika hukum Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 
7 Devi agustina dan Renny Oktafia, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami’ Darussalam 

Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat,” 

Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance, 4.2 (2021), 380–93. 
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pada hukum agama, oleh karena itu diyakini bahwa bumi Indonesia diciptakan Tuhan kepada 

bangsa Indonesia sebagai titipan menjadi hak bangsa Indonesia. Tanah dimaksud diatur oleh 

Negara Republik Indonesia sebagai otoritas tertinggi, sesuai Pasal 2 UUPA, yaitu:8 

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai 

yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai 

organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:  

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;  

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan 

bumi, air dan ruang angkasa,  

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

Hubungan hukum antara orang-orang dengan dengan bumi, air dan ruang angkasa, diberikan 

oleh negara hak-hak atas tanah dengan penetapan oleh negara berikut perbuatan hukum oleh 

subjek privat selanjutnya akan diatur di dalam perundang-undangan. Orang-orang dimaksud 

yang diutamakan adalah WNI tanpa membedakan jenis kelamin, sesuai Pasal 9 ayat (1) dan (2) 

UUPA, yaitu: 

1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan 

bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2. 

2) Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan 

yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari 

hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. 

Merujuk Pasal 14 UUPA mengatakan:  

1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) , pasal 9 ayat (2) 

serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat 

suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang 

angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:  

a. untuk keperluan Negara,  

b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar 

Ketuhanan Yang Maha Esa;  

c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-

lain kesejahteraan;  

d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan 

perikanan serta sejalan dengan itu;  

e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan. 

2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan- 

peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan 

penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah 

masing-masing.  

                                                             
8 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). 
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3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah 

mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari 

Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/ 

Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.  

Demikian terlihat jelas bahwa untuk keperluan tempat suci dan tempat peribadatan hak 

atas tanah yang diberikan dalam konsep hukum Islam yakni dengan wakaf hanya diberikan 

diatas hak milik, namun untuk keperluan tempat suci dan tempat ibadah lainnya dimungkinkan 

juga diberikan dengan tanah yang dikuasai negara dengan hak pakai. 9  Negara sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi juga diberikan wewenang untuk menentukan dan memberikan 

hak-hak atas tanah yang jenisnya telah ditetapkan sesuai dalam Pasal 16 Ayat (1) UUPA, yaitu: 

1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah: 

a. hak milik,  

b. hak guna-usaha,  

c. hak guna-bangunan,  

d. hak pakai,  

e. hak sewa,  

f. hak membuka tanah,  

g. hak memungut-hasil hutan,  

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan 

dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan 

dalam Pasal 53. 

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Ayat (1) UUPA di atas, bahwa prioritas utama 

penetapan hubungan hukum oleh negara yang diberikan kepada warga negara Indonesia, tanpa 

membedakan jenis kelamin, warga asli ataupun keturunan yang disebut hak milik, akan tetapi 

hak milik dimaksud bukan lah hak milik dalam konsep Belanda yang disebut hak eigendom 

melainkan hak milik dengan konsep hukum Indonesia.10 Berbeda dengan hak eigendom yang 

diatur dalam Pasal 570 KUHPerdata pengertiannya adalah hak milik yang mutlak yang dimiliki 

oleh pemegangnya yang mempunyai hak menguasai dan menikmati dalam arti seluas-luasnya. 

Hak yang tidak dapat diganggu gugat, oleh siapapun termasuk oleh negara. Pemegang hak 

eigendom diberikan hak mutlak untuk menikmati dan memilikinya. Negara sama 

kedudukannya dengan warga negara dimana jika ingin memilikinya haruslah melakukan 

perbuatan hukum perjanjian dengan yang memilikinya.11 UUPA sebagai aturan dasar agraria 

di Indonesia, dibentuk berdasarkan hukum adat yang disandarkan pada hukum agama, sehingga 

                                                             
9  Rosdalina Bukido dan Misbahul Munir Makka, “Urgensi Akta Ikrar Wakaf sebagai Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Tanah,” NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 6.2 (2020), 244–57. 
10 Nilna Fauza, “Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh Dan 

Malaysia,” Universum, 9.2 (2015), 161–72. 
11 Fatimah, “Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah,” Jurnal 

Hukum Samudra Keadilan, 13.2 (2019), 286–94.  
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hak atas tanah tidaklah bersifat mutlak, tetapi bersifat kuat, karena secara agama hanyalah 

titipan sementara hidup di dunia, dan di dalam hak tersebut terkandung hak-hak manusia 

lainnya.12 

Sebagai umat muslim, atas harta benda yang dimiliki terdapat di dalamnya beban yang 

harus dibayarkan ketika mencapai nisab dan haulnya, seperti zakat dan infak, dan juga terdapat 

lembaga lain yaitu sedekah dan wakaf, dimana keseluruhannya dimaksudkan untuk 

memberikan manfaat bagi orang banyak terkhusus saudara muslim lainnya. 13  Wakaf 

berhubungan erat dengan hak milik atas tanah sebelum diperluas oleh Undang-Undang Nomor 

41 tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf telah disebutkan secara tegas didalam Pasal 49 Ayat (3) 

UUPA, yaitu “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 

Pelaksanaan ajaran agama memerlukan media perantaraan, dalam bentuk tempat pelaksanaan 

ibadah maupun alat untuk dijadikan bagian dari pelaksanaan itu sendiri, seperti tanah dalam 

hal pelaksanaan ibadah wakaf bagi umat Islam. Untuk pelaksanaan tersebut di atur di dalam 

Pasal 49 Ayat (3) UUPA.14 

Lahirnya peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik, 

dimana objek wakaf hanya tanah milik, yang kemudian mengalami perkembangan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana harta benda wakaf tidak hanya 

benda tidak bergerak akan tetapi juga benda bergerak, sesuai Pasal 15 tentang Undang-Undang 

Wakaf yang berbunyi “Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan 

dikuasai oleh Wakif secara sah” dan Pasal 16 UUW, yaitu: 

1) Harta benda wakaf terdiri dari: 

a. benda tidak bergerak; dan 

b. benda bergerak. 

2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; 

b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada 

huruf a; 

c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 

d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

                                                             
12 Cucu Solihah dan Tarmin Abdulghani, “Menuju Sertipikasi Wakaf Tanah Berbasis Sistem Teknologi 

Di Kabupaten Cianjur,” Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2.02 (2022), 157–72. 
13 Siti Rochmiyatun, “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid (Studi Kasus 

Terhadap Tanah Wakaf Masjid di Kota Palembang),” Nurani, 18.1 (2018), 87–104. 
14 Muhammad Luthfi dan Yaris Adhial Fajrin, “Pendampingan Pengurusan Pensertifikatan Tanah wakaf 

yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang,” Dedikasi Hukum, 1.1 (2021), 32–44. 
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e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

f. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang 

tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: 

a) uang; 

b) logam mulia; 

c) surat berharga; 

d) kendaraan; 

e) hak atas kekayaan intelektual; 

f) hak sewa; dan 

g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Undang-undang ini meletakkan lembaga wakaf sebagai potensi dan manfaat ekonomi, hal ini 

sesuai apa yang tertuang ke dalam konsideran Point a UUW, yaitu: “bahwa lembaga wakaf 

sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensial dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara 

efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.15 

Ketentuan ini menjadi pintu awal yang melegetimasi komersialisasi harta benda wakaf, 

dimana ketentuan ini sangat berbeda secara prinsipil dari pengertian wakaf yang diberikan oleh 

PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik, dimana pada konsideran yang 

berbunyi : “bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai 

salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang 

beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila”. Serta ketentuan Pasal 1 Ayat (1) PP 28 

Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik, yang berbunyi “wakaf adalah Perbuatan hukum 

seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa 

tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau 

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam”. PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan tanah Milik, UUW, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional hanya mensyaratkan 

tanah milik tidak dalam kondisi bebas dari segala bentuk pembebanan, ikatan, sitaan dan 

perkara.16 

                                                             
15 Zahrul Fatahillah, “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Sertifikat (Studi terhadap 

Putusan Wakaf di Mahkamah Syar’iyah Aceh),” Kalam, 7.1 (2019), 65–82.  
16 Pieri Ananda Hiswi, Helza Nova Lita, dan Hazar Kusmayanti, “Sinergi Pengelolaan Wakaf Tanah Dan 

Wakaf Uang Untuk Pembangunan Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf,” Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI), 4.2 (2020), 178–96. 
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Wilayah Perkotaan maupun daerah penyangga perkotaan saat ini banyak bermunculan 

komplek perumahan masyarakat yang dibangun oleh Pengembang baik berbentuk perumahan 

subsidi maupun non-subsidi. Dengan keterbatasan lahan pengembang berusaha mencukup 

kawasan perumahan dimaksud dengan fasilitas yang memang telah diwajibkan oleh Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana Pasal 

59 Ayat (3) menyebutkan: “Penyelenggaraan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup: 

a. Penyediaan lokasi permukiman; 

b. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; 

c. Penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

Tidak jarang pengembang memanfaatkan lokasinya selain untuk usaha mengejar duniawi, juga 

menjadikan bagian yang ada sebagai investasi di akhiratnya dalam bentuk wakaf tanah. 

Perubahan peruntukan tanah tersebut juga terjadi pada Perumahan BSD Perdana, yang 

terletak di Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Bina Widya yang dahulu termasuk wilayah 

administrasi Kelurahan Labuhbaru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, 

Provinsi Riau. Pengembang memisahkan persil tanahnya untuk diwakafkan menjadi tanah 

masjid ikrar mana awalnya hanya diucapkan secara lisan, akan tetapi sangat disayangkan 

keinginan wakaf dimaksud tidak serta merta direalisasikan pendaftarannya sehingga niat baik 

yang tidak diiringi dengan cara yang baik hasilnya jadi kurang baik, hal mana dibuktikan dari 

penyerahan sertifikat hak milik untuk wakaf kepada nazhir baru diserahkan tahun 2019. 

Padahal Proses pemisahan dan/atau pemecahan sendiri didaftarkan dan selesai pada tahun 

2008, dan Masjid dibangun dengan swadaya masyarakat, dimana pengerjaan dimulai pada 

tahun 2010, dan Ikrar Wakaf sendiri baru dibuat pada tahun 2019. Setelah Akta Irar Wakaf 

dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan ingin didaftarkan oleh 

Nazhir atas persetujuan dari PPAIW pada Kantor Pertanahan dan Tata Ruang/ Badan 

Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, Proses dimaksud ditolak dikarenakan pada sertifikat 

tertulis fasilitas sosial atau fasilitas umum, hal dimaksud berdampak pada ketidakpastian akan 

pelaksanaan wakaf itu sendiri, izin mendirikan bangunan atas masjid juga terkendala.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

bagaimana “Keabsahan Akta Ikrar Wakaf dari Tanah Yang Sudah Berstatus Fasilitas Sosial 

(studi kasus ikrar wakaf nomor W2/07/VII/2019)” tentang bagaimana keabsahan akta ikrar 

wakaf tersebut, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan wakaf itu 

sendiri. 
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2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk 

mengeksplorasi bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat. Fokus penelitian ini adalah 

melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja hukum di tengah-tengah masyarakat. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mencerminkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek 

penelitian. Penelitian ini juga mencakup aspek implementasi hukum dalam masyarakat yang 

berbeda dengan objek penelitian tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

bersifat sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah melalui pengumpulan data sekunder, 

yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan masalah penelitian. 

Model pengumpulan bahan hukum yang diterapkan adalah studi kepustakaan, dilakukan di 

perpustakaan atau tempat lain yang dianggap dapat menyediakan berbagai sumber data hukum 

yang diperlukan. Langkah-langkah dalam pengumpulan data melibatkan penentuan sumber 

data sekunder, identifikasi data yang dibutuhkan, inventarisasi data yang relevan dengan 

rumusan masalah, dan penilaian data-data tersebut untuk menentukan relevansinya dengan 

kebutuhan dan rumusan masalah penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan 

akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat-

kalimat untuk menggambarkan dan menjawab pokok permasalahan penelitian. Hasil penelitian 

kemudian akan disimpulkan menggunakan teknik deduktif.17 

3. PEMBAHASAN 

3.1 Keabsahan Dari Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf Dari Tanah Yang Sudah Berstatus 

Fasilitas Sosial 

Selbagaimana dikeltahuli, bahwa pelndaftaran tanah di Indonelsia melnggulnakan sistelm 

torrelns, delmikian julga di India, Malaysia, dan Singapulra.18 Adapuln selrtifikat tanah melnulrult 

sistelm torrelns ini melrulpakan alat bulkti pelmelgang hak atas tanah yang selmpulrna (paling 

lelngkap) selrta tidak bisa diganggul gulgat. Jika telrjadi gulgatan ataul tulntultan olelh pelmilik hak 

atas tanah yang selbelnarnya dibelrikan ganti rulgi telrdahap pelmilik yang selbelnarnya mellaluli 

dana asulransi. Pelrsoalan bulkti dan pelmbulktian kelabsahan melrulpakan salah satul masalah 

hulkulm yang yang sangat pelnting, telrmasulk hulkulm telntang pelrjanjian. Sulatul pelrbulatan hulkulm 

                                                             
17 Zainuddin Ali, Metodelogi Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 
18 Ibid. 
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antara satul orang ataul lelbih dan melngikatkan dirinya atas dasar hulkulm diselbult pelrjanjian 

selsulai delngan Pasal 1313 KUlHPelrdata.19 

Pelrjanjian bisa dilakulkan baik selcara lisan ataulpuln telrtullis, pelrjanjian lisan ulmulmnya 

digulnakan pada masyarakat adat ataul ikatan hulkulm yang seldelrhana seldangkan pelrjanjian 

telrtullis ulmulmnya belrkaitan delngan sulatul bisnis dan hulbulngan hulkulmnya komplelks selpelrti 

pelmbulatan sulrat dibawah tangan dalam pelrjanjian. Delmikian julga dalam hal pelmbulktian tanah 

wakaf. Kelabsahan dalam pelrwakafan tidak lelpas dari selgi lelgalitas (sah ataul tidaknya) selbulah 

pelrwakafan selcara hulkulm hal ini kelabsahan dilihat dari pandangan hulkulm Islam yang pelrlul 

dilakulkan pelnellahaan pada kajian normatif (hulkulm). Pelrwakafan dilihat dari pandangan 

hulkulm Islam (fiqh) yang julga tidak telrlelpas dari kelbelnaran hulkulm selcara telrtullis maulpuln pada 

tataran ijtihad para ullama. Kelabsahan wakaf dapat dilihat dari belbelrapa hal yaitul telrgantulng 

kelbelradaan dan telrpelnulhnya rulkuln dan syarat wakaf itul selndiri. Adapuln rulkuln wakaf maulpuln 

mayoritas ullama sellain hanafi adalah orang yang melwakafkan (wakif), tuljulan diwakafkan 

(maulqulf ’alaihi), barang pelrwakafan (maulqulf bih), dan sighat (Ikrar wakaf). Wakaf dinyatakan 

sah apabila terpenuhi rukun dan syarat wakaf. 20 

Menurut Hans Kelsen dalam konsep kepastian hukum, hukum terdiri dari suatu hirarki 

norma dimana norma-norma yang lebih tinggi memiliki kontrol atas norma-norma yang lebih 

rendah. Dalam konteks akta ikrar wakaf, keabsahan pelaksanaannya harus mematuhi norma-

norma yang lebih tinggi, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf 

dan pengelolaan fasilitas sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan akta 

ikrar wakaf mematuhi ketentuan norma hukum dengan jelas dan tertib. Untuk meningkatkan 

kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan 

potensi wakaf sebagai suatu norma agama yang tidak hanya terbatas pada tujuan ibadah dan 

sosial, tetapi juga berorientasi pada peningkatan potensi perekonomian masyarakat dengan 

prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, pelaksanaan wakaf menurut Hukum Islam pada 

dasarnya tidak rumit. Ketentuan dan aturan yang harus dipatuhi relatif sederhana, di mana 

orang yang berwakaf (wakif) melaksanakan akad wakaf kepada nazhir dengan kehadiran 

minimal dua orang saksi. Pelaksanaan akad wakaf harus sesuai dengan prosedur dan memenuhi 

ketentuan rukun dan syarat wakaf agar wakaf tersebut dianggap sah.21 

                                                             
19 Agus Triyanta dan Mukmin Zakie, “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Dan 

Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya Di Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21.4 (2014), 583–606.  
20 Steven Daustina Asprila dan Abdul Mukmin Rehas, “Kajian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Long 

Midang Yang Memiliki Tanah Melebihi Ketentuan Dalam Undang-Undang RI Nomor 56 No.56 PRP Tahun 1960 

Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian,” Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum, 11.2 (2019), 141–53. 
21 Mathelda Naatonis, “Pertanggungjawaban Pidana oleh Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta 

Autentik,” Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum, 14.2 (2022), 101–25.  
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Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung 

Sekaki, bahwa pelaksanaan dari akta ikra wakaf nomor W02/07/VII/2019 telah sesuai dengan 

syarat dan rukun wakaf yaitu; ada wakifnya (selaku pemegang atas tanah hak milik), Nazhir, 

harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, sehingga akta ikrar mana terlaksana sesuai 

dengan ketentuan yang ada. Apabila telah dilaksanakan sesuai prosedur dan memenuhi 

ketentuan rukun dan syarat wakaf, maka wakaf tersebut sudah sah. Akibat hukum yang terjadi 

adalah harta benda wakaf akan berpindah dan beralih fungsi untuk kepentingan ibadah kepada 

Allah SWT dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan wakaf dipandang sebagai suatu 

perbuatan hukum sepihak, oleh karena itu dengan adanya ijab dari wakif dan qabul dari 

mauquf’alaih yakni orang yang menerima hasil dari pengelolaan wakaf. Dalam hal ijab 

pernyataan wakif harus diutarakan dengan jelas, yakni benar-benar bermaksud secara ridho 

untuk melepaskan hak atas kepemilikan benda yang hendak diwakafkan dan menentukan 

peruntukan benda wakaf. 

Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti autentik yang digunakan sebagai alat bukti 

legalitas untuk perlindungan hukum tanah wakaf. Akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh 

PPAIW menurut hukum posisif di Indonesia yang diakui secara sah oleh negara Indonesia. 

Namun pada kenyataannya di dalam sertifikat hak milik yang menjadi harta benda wakaf 

melekat peruntukannya untuk fasilitas sosial dilingkungan perumahan beringin surya damai, 

sehingga mengakibatkan rukun dari wakaf mana tidak terpenuhi. Dalam pasal 3 UU No 41 

tahun 2004 tentang wakaf berbunyi: “Wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”, 

Namun kenyataan dilapagan terhadap pelaksanaan akta ikrar wakaf tidak berjalan sesuai yang 

di amanatkan undang-undang, baik itu terhadap permasalahan harta benda wakaf, 

permasalahan mengenai peruntukan harta benda wakaf. Sehingga banyaknya bermunculan 

permasalahan terhadap akta ikrar wakaf, dari permasalahan yang penulis teliti terhadap 

keabsahan akta ikrar wakaf dari tanah yang sudah berstatus fasilitas sosial, meskipun dalam 

pasal 3 menyebutkan bahwa wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, akan tetapi 

dalam hal pelaksanaan ikrar wakaf, jika tidak memenuhi syarat serta rukun wakaf yang sudah 

ditentukan undang-undang, maka akta ikrar wakaf dapat dikatakan tidak sah atau batal. 

Hulkulm tanah belrstatuls fasilitas sosial melmiliki belbelrapa akibat dan impilkasi telrtelntul 

yang belrbelda dari tanah-tanah delngan statuls lainnya. Belrikult belbelrapa akibat yang ulmulmnya 

telrjadi: 

1. Pelnggulnaan khulsuls: tanah delngan statuls fasilitas sosial biasanya dipelrulntulkkan ulntulk 

kelpelntingan ulmulm ataul kelpelntingan masyarakat, selpelrti Pelmbangulnan fasilitas pulblik 
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selpelrti selkolah, rulmah sakit, fasilitas olahraga dan lain-lain. Olelh karelna itul, tanah 

telrselbult tidak dapat dipelrjulalbellikan ataul dialihkan tanpa izin khulsuls. 

2. Pelngellolaan: tanah delngan statuls ini biasanya dikellola olelh pelmelrintah ataul elntitas 

pelmelrintah daelrah seltelmpat. Pelmelrintah belrtanggulng jawab atas pelnggulnaan, 

pelmelliharaan dan pelngelmbangan tanah telrselbult selsulai delngan tuljulan sosialnya. 

3. Pelngadaan tanah: jika pelmelrintah melmultulskan ulntulk melngadakan proyelk yang 

melmelrlulkan fasilitas sosial, maka ada proseldulr khulsuls yang haruls diikulti, selpelrti 

pelngadaan tanah ataul ganti rulgi kelpada pelmilik tanah telrselbult. 

4. Pelrlindulngan hulkulm: tanah delngan statuls fasilitas sosial biasanya melndapatkan 

pelrlindulngan hulkulm yang khulsuls, telrmasulk pelmbatasan atas pelnggulnaan dan 

pelmanfaatannya. Hal ini belrtuljulan ulntulk melmastikan bahwa tanah telrselbult teltap dapat 

digulnakan ulntulk kelpelntingan ulmulm dan tidak disalahgulnakan. 

5. Kelwajiban masyarakat: masyarakat yang tinggal ataul melmiliki kelpelntingan diselkitar 

tanah delngan statuls fasilitas sosial biasanya melmiliki kelwajiban telrtelntul, selpelrti 

melnjaga fasilitas telrselbult, tidak melngganggul fulngsi sosial tanah dan pelmanfaatan 

tanah telrselbult. 

6. Pelnindakan: ada sanksi ataul tindakan hulkulm yang dapat ditelrapkan telrhadap melrelka 

yang mellanggar keltelntulan ataul pelmbatasan yang belrlakul ulntulk tanah delngan statuls 

fasilitas sosial. 

Akibat dan implikasi dari hu lkulm tanah be lrstatuls fasilitas sosial dapat be lrbe lda-be lda 

telrgantu lng pada re lgullasi dan ke lbijakan hu lkulm yang be lrlaku l di sulatul ne lgara atau l wilayah. 

Pelnting ulntulk melmahami dan melmatulhi keltelntulan hulkulm yang belrlakul telrkait delngan 

pelnggulnaan dan pelmanfaatan tanah delngan statuls khulsuls ini. 

Belrdasarkan hasil pelnellitian pelnullis di Kantor Dinas Pelrulmahan dan Pelmikiman 

Rakyat Kota Pelkanbarul yang melnyatakan bawah fasilitas ulmulm adalah sulatul pellayanan 

Pelmelrintah kelpada masyarakat ataul pulblik dalam rangka melmelnulhi pellayanan belntulk 

kelbultulhan sarana sarana ulmulm selsulai delngan UlUl Nomor 1 Tahuln 2011 telntang Kawasan 

Pelrulmahan dan kawasan Pelrmulkiman yang dimana psul adalah instrulmeln pellelngkap yang 

melnjadi bagian dari pelrmulkiman karelna syarat dari pelmbangulnan pelrmulkiman adalah 

telrpelnulhinya sarana ulmulm ataul sosial, selcara ulmulm julga telrkait fasulm dan fasos. Fasilitas 

ulmulm adalah sarana pulblik seldangkan fasilitas sosial melrulpaka sarana pelrulntulkan bagi 

masyarakat yang selpelrti rulmah sakit, masjid, dan lain-lain. 
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Selpelrti yang dijellaskan bahas telrdapat pelrbeldaan antara fasilitas ulmulm delngan fasilitas 

sosial, fasilitas ulmulm dipelrulntulkan ulntulk ulmulm, seldangkan fasilitas sosial dipelrulntulkan 

selcara khulsuls. Mellihat dalam Pasal 3 Ulndang Ulndang Nomor 1 Tahuln 2011 telntang Kawasan 

Pelrulmahan dan kawasan Pelrmulkiman pada hulrulf b yaitul melndulkulng pelnataan dan 

pelngelmbangan wilayah selrta pelnyelbaran pelnduldulk yang proporsional mellaluli pelrtulmbulhan 

lingkulngan hulnian dan kawasan pelrmulkiman selsulai delngan tata rulang ulntulk melwuljuldkan 

kelselimbangan kelpelntingan. Kota Pelkanbarul selndiri tata cara pelnyelrahan prasarana, sarana, 

dan ultilitas dalam hal ini fasilitas ulmulm dan sosial yang selcara khulsulsnya telrmulat pada Bab 

V Pasal 12 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Pelratulran Walikota Nomor 188 Tahuln 2011, belrbulnyi: 

(1) Prasarana, sarana, ultilitas pelrulmahan dan pelrmulkiman yang tellah sellelsai dibanguln olelh 

pelngelmbang  olelh pelngelmbang wajib diselrahkan kelpada pelmelrintah daelrah. 

(2) Pelnyelrahan prasarana, sarana, ultilitas pelrulmahan dan pelrmulkiman selbagaimana 

dimaksuld pada ayat (1) dilakulkan : 

a. Paling lambat 1 (satul) tahuln seltellah masa pelmelliharannya; 

b. Selsulai delngan relncana tapak (sitel plan) yang tellah diseltuljuli olelh Walikota ataul 

Kelpala Pelrangkat Daelrah yang melmbidangi ulrulsan pelrulmahan dan pelrmulkiman; 

c. Bagi pelngelmbang  pelrulmahan dan pelrmulkiman yang lulasnya kulrang dari 3 Ha, 

pelnelyelrahannya dilakulkan selkaliguls; 

d. Dalam keladaan telrtelntul, keltelntulan selbagaimana dimaksuld dalam hulrulf c, 

pelnyelrahannya dapat dilakulka nselcara belrtahap apabila ada ulsullan dari kellompok 

warga/pelnghulni yang melnghulni pelrulmahan telrselbult dan tellah diseltuljuli  olelh tim 

velrifikasi yang dibelntulk olelh walikota, dan 

e. Bagi pelngelmbang pelrulmahan dan yang lulasnya 3 Ha ataul lelbih, pelnyelrahannya 

dapat dilakulkan selcara belrtahap. 

(3) Selgala kelrulsakan prasarana, sarana dan ultilitas akibat pellaksanaan pada ayat (2) hulrulf 

d, melnjadi tanggulngjawab warga/pelnghulni pelrulmahan dan pelrmulkiman. 

Telrhadap tanah hak milik yang be lrstatu ls fasilitas sosial yang te llah belrdiri Masjid pada 

pe lrulmahan Be lringin Su lrya Damai lahan dan/atau l tanahnya wajib dise lrahkan kelpada 

pe lmelrintah daelrah. Ulntulk sellanjultnya pe lmanfaatan lahan  dan/ataul tanah fasilitas sosial  yang 

digulnakan ulntulk telmpat ibadah, pelngulruls dalam hal ini me lmbulat kelse lpakatan pelmanfaatan 

lahan fasilitas sosial de lngan pe lme lrintah, se lhingga hak pe lnge llolaan lahan belralih kel pe lngulruls. 

Hal ini be lrakibat hu lkulm telrhadap akta ikrar wakaf nomor w2/07/VII/2019 kare lna tidak dapat 

telrlaksananya pe lndaftaran akta ikrar wakaf pada Kantor Pe lrtanahan, selrta tidak adanya 
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ke lpastian hulkulm atas lahan/tanah diatasnya be lrdiri bangulnan masjid yang se ljatinya masjid 

mana dibangu ln be lrdasarkan swadaya warga pe lrulmahan tanpa adanya campu lr tangan 

pe lmelrintah maulpuln pihak pe lnge lmbang. Se lrtifikat hak milik mana haruls dise lrahkan kelpada 

pe lmelrintah daelrah dalam hal ini Dinas Pe lrmulkiman dan Pelrulmahan Kota Pe lkanbarul ulntulk 

gulna dicatatkan selbagai ase lt pelmelrintahan daelrah. 

3.2 Kendala Hukum Dari Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf Nomor W02/07/VII/2019 

Pe lncatatan akta ikrar wakaf atas tanah dilaku lkan ulntulk me lmpelrolelh ke lpastian hulkulm 

bagi pe lmilik tanah dan pihak lain yang be lrke lpelntingan de lngan tanah telrse lbult. Akta ikrar wakaf 

adalah data yang dijadikan ulntulk melnjamin kelpastian hulkulm dan dijadikan kelbelradaan hulkulm 

yang tellah melwakafkan tanah. Dalam pe llaksanaan pelncatatan akta ikrar wakaf te lntullah ada 

ke lndala yang akan dilelwati. Ke lndala dalam pellaksanaan pelncatatan akta ikrar wakaf dapat 

be lrulpa lelgalitas tanah wakaf yang te llah be lrse lrtifikat telrdapat fasilitas sosial di dalamnya 

se lhingga tidak dapat mellakulkan pelncatatan akta ikrar wakaf di kantor pe lrtanahan nasional, hal 

ini dikhawatirkan akan belrmasalah dikelmuldian hari.22 

Pe llaksanaan pelncatatan akta ikrar wakaf sangat pe lnting u lntulk bulkti wakif te llah 

melnjamin kelpastian hulkulm. Kare lna banyak hal yang akan te lrjadi jika tanah wakaf tidak 

telrcatat. Jadi u lntulk me lnghindari ke ljadian yang tidak diinginkan wakif se lbaiknya se lge lra 

melngulruls ulntulk mellakulkan pelncatatan akta ikrar wakaf. Dalam pe lmbulatan akta ikrar wakaf 

yang me lnjadi salah satul kelkulatan hulkulm yang be lrulpa fisik yang dijadikan dokulmeln pelgangan 

apabila adanya pe lrmasalahan yang akan te lrjadi dikelmuldian hari. dalam hal me lmbelrikan 

ke lpastian hulkulm Pasal 32 Ayat 1 Pe lratulran Pe lmelrintah No. 24 Tahuln 1997 Telntang 

Pe lndaftaran Tanah melngatu lr pe lnge lrtian bahwa se lrtifikat tanah adalah sah se lbagai alat bu lkti 

yang kulat melnge lnai data fisik dan data yu lridis yang te lrkandulng didalamnya se lsulai de lngan data 

yang telrdapat dalam dokulmeln ulkulr dan tanah yang be lrsangkultan. Me lwuljuldkan kelpastian 

hulkulm yang ku lat bagi wakif yang te llah me lndaftarkan tanah wakafnya. 

Pada praktelknya masih saja telrjadi kelndala dalam prosels pe lndaftaran akta ikrar wakaf, 

se lpe lrti yang te lrjadi di Kota Pelkanbarul. Dimana pelrulbahan pelrulntulkan tanah telrse lbult julga 

telrjadi pada Pelrulmahan BSD Pe lrdana, yang te lrle ltak di Ke llulrahan Sulngai Sibam, Ke lcamatan 

Bina Widya yang dahu llul te lrmasulk wilayah administrasi Ke llulrahan Labu lhbarul Barat, 

Ke lcamatan Payu lng Se lkaki, Kota Pe lkanbarul, Provinsi Riau l. Pe lnge lmbang me lmisahkan pelrsil 

tanahnya u lntulk diwakafkan melnjadi tanah masjid ikrar mana awalnya hanya diu lcapkan se lcara 

                                                             
22Ibid. 
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lisan, akan teltapi sangat disayangkan ke linginan wakaf dimaksuld tidak se lrta melrta 

direlalisasikan pelndaftarannya se lhingga niat baik yang tidak diiringi de lngan cara yang baik 

hasilnya jadi ku lrang baik, hal mana dibu lktikan dari pelnye lrahan se lrtifikat hak milik ulntulk 

wakaf kelpada nazhir barul diselrahkan tahuln 2019. Padahal Prosels pe lmisahan dan/atau l 

pe lmelcahan selndiri didaftarkan dan sellelsai pada tahuln 2008, dan Masjid dibangu ln delngan 

swadaya masyarakat, dimana pe lnge lrjaan dimullai pada tahuln 2010, dan Ikrar Wakaf se lndiri 

barul dibulat pada tahuln 2019. Se lte llah Akta Ikrar Wakaf dibu lat dihadapan Pe ljabat Pe lmbulat Akta 

Ikrar Wakaf (PPAIW) dan ingin didaftarkan ole lh Nazhir atas pelrse ltuljulan dari PPAIW pada 

Kantor Pe lrtanahan dan Tata Rulang/ Badan Pe lrtanahan Nasional Kota Pe lkanbarul, Prose ls 

dimaksuld ditolak dikarelnakan pada selrtifikat telrtullis fasilitas sosial ataul fasilitas ulmulm, hal 

dimaksuld be lrdampak pada keltidakpastian akan pellaksanaan wakaf itul se lndiri, izin me lndirikan 

bangulnan atas masjid julga te lrke lndala. 

Be lrdasarkan hasil pelnellitian, seltiap prosels pe lrmohonan baik itul prose ls roya, pe lralihan 

hak, pelndaftaran hak pelrtama kali dan lainnya, pada se ltiap tahapan wajib di prose ls dan 

dipelriksa olelh pe ltulgas pe lne lrimaan belrkas pe lrmohonan. Apabila ditelmulkannya ke lsalahan pada 

Akta Ikrar Wakaf maka prose ls pe lndaftaran akan dikelmbalikan kelpada pelmohon ulntulk 

melmpe lrbaiki kelsalahan yang te lrdapat dalam Akta Ikrar Wakaf te lrse lbult. Hasil penelitian juga 

menunjukkan pelrsyaratan prose ls pe llaksanaan pelmbulatan akta ikrar wakaf pada KU lA Payulng 

Se lkaki bahwa Wakif dan Nazir te llah datang kel KUlA ulntulk me lngajulkan pelrmohonan. 

Ke lmuldian Wakif dan Nazir melmbawa Ikrar Wakaf diselrtai delngan be lrkas-be lrkas yang te llah 

dilelngkapi olelh para pihak. Harta belnda yang akan diwakafkan harulslah dilakulkan pelnge lce lkan 

ke labsahan belrkas-be lrkas dan lokasi tanah yang akan diwakafkan agar tidak te lrjadinya 

pe lrmasalahan yang akan timbu ll dikelmuldian hari. 

Se ltellah se lmula pe lrsyaratan dan be lrkas yang dibe lrikan olelh Wakif dan Nazir te llah 

lelngkap dan su ldah dilakulkan pelnge lce lkan maka Kantor Ulrulsan Agama (KUlA) Payulng Se lkaki 

melne lrbitkan Akta Ikrar Wakaf dan Su lrat Pe lnge lsahan Nazir. Ke lmuldian pihak dari Kantor 

Ulrulsan Agama (KU lA) Payulng Se lkaki melngajulkan pe lndaftaran Nazir kel Badan Wakaf 

Indone lsia. Se ltellah itul barullah KUlA Payulng Se lkaki melngaju lkan pe lndaftaran wakaf ke l BPN 

Kota Pe lkanbaru l. Apabila diatas tanah fasilitas sosial atau l fasilitas ulmulm tellah dibangu ln rulmah 

ibadah (masjid), maka tanah atas ru lmah ibadah telrse lbult wajib dibelrikan kelpada pelmelrintah 

daelrah, yang u lntulk se llanjultnya pe lmanfaatan tanah fasilitas sosial yang te llah be lrdiri bangulnan 

rulmah ibadah (masjid) pelngulruls haruls me lmbulat sulrat kelse lpakatan pelmanfaatan lahan fasilitas 

sosial delngan pe lme lrintah selhingga pe lnge llolaan dapat belralih kelpada pelngulruls. 
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Jika pihak delve llope lr ingin me lye lrahkan langsu lng lahan fasilitas sosial ke lpada 

masyarakat pelrulmahan, maka pihak delve llope lr haruls melnye lrahkan kelpada pelmelrintah daelrah 

dan tidak bisa dise lrahkan langsu lng ke lpada masyarakat. Pe lnge lmbang ju lga tidak dapat 

melnye lrahkan ataul melwakafkan tanah fasilitas sosial te lrse lbult, haruls adanya se lrah telrima 

ke lpada pelmelrintah daelrah se ltelmpat. Hal ini se lsulai delngan atu lran Pe lratulran Walikota Nomor 

188 Tahuln 2019 Telntang Tata Cara Pelnye lrahan Prasaran, Sarana Dan U ltilitas Pelrulmahan Dan 

Pe lrmulkiman Dari Pelnge lmbang Ke lpada Pe lmelrintah Daelrah yang te lrdapat pada Bab IX Pasal 

22 ayat 2 yang me lnyatakan bahwa Tata cara pe llaksanaan pelnye lrahan prasarana, sarana dan 

ultilitas selbagaimana dimaksuld dalam Pasal 21 hu lrulf b mellipulti: 

a. Tim ve lrifikasi mellakulkan pelne llitian atas pe lrsyaratan u lmulm, telknis dan administrasi 

b. Tim ve lrifikasi mellaku lkan pelme lriksaan lapangan dan pe lnilaian fisik prasarana, sarana 

dan ultilitas 

c. Tim ve lrifikasi Melnyulsuln laporan hasil pe lmelriksaan dan pelnilaian fisik prasarana, 

sarana dan ultilitas se lrta melrulmulskan prasarana, sarana dan ultilitas yang layak atau l tidak 

layak dite lrima 

d. Prasarana, sarana dan ultilitas yang tidak layak dite lrima dibelrikan kelse lmpatan kelpada 

pe lnge lmbang ulntulk me llakulkan pelrbaikan paling lama 1 (satu l) bullan se lte llah dilakulkan 

pe lmelriksaan 

e. hasil pelrbaikan prasarana, sarana, dan u ltilitas se lbagaimana dimaksuld pada hu lrulf d, 

dilakulkan pelme lriksaan dan pelnilaian kelmbali 

f. Prasarana, sarana, dan ultilitas yang layak dite lrima ditulangkan dalam Be lrita Acara 

Pe lmelriksaan ulntulk disampaikan kelpada Walikota 

g. Walikota melne ltapkan prasarana, sarana, dan u ltilitas yang dite lrima 

h. Tim ve lrifikasi melmpe lrsiapkan belrita acara selrah telrima, melneltapkan jadwal 

pe lnye lrahan dan melne ltapkan Pelrangkat Dae lrah yarrg be lrwe lnang me lnge llola 

i. Pe lnandatanganan belrita acara selrah telrima prasarana, sarana, dan ultilitas dilakulkan 

olelh pe lnge lmbang dan Walikota de lngan mellampirkan daftar prasarana, sarana, dan 

ultilitas, dokulme ln telknis dan administrasi. 

Prose ls pe lndaftaran Akta Ikrar Wakaf pada Kantor Pe lrtanahan Kota Pe lkanbarul yaitu l, 

PPAIW atas nama Nazir wajib me lnyampaikan APAIW se lrta dokulme ln lelngkap ke lpada Ke lpala 

Kantor Pe lrtanahan Kota Pe lkanbarul dalam rangka pe lndaftaran tanah wakaf de lngan jangka 

waktul paling lama 30 hari. Apabila doku lmeln yang te llah diselrahkan tidak lelngkap atau l 

melngandulng cacat hu lkulm maka pihak Kanotr Pe lrtanahan akan melnolak prosels pe lndaftaran 

Akta Ikrar Wakaf te lrse lbult. Melnulrult pe lnullis, Pe llaksanaan Akta Ikrar Wakaf diatas tanah hak 

milik yang be lrstatuls fulngsi sosial dapat me llibatkan belbe lrapa kelndala dan konselkule lnsi hulkulm 

yang pe lrlul di pelrtimbangkan. Adapuln ke lndala hulkulm yang timbu ll dari kasuls te lrse lbult yaitu l: 
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1. Be lrte lntangan delngan hu lkulm wakaf. 

Jika pellaksanaan akta ikrar wakaf tidak me lmatulhi ke ltelntulan hulkulm wakaf yang be lrlakul, 

telrultama telrkait delngan statuls tanah selbagai hak milik yang be lrstatuls fulngsi sosial, hal ini 

dapat melnimbullkan kelndala hulkulm. 

2. Ke ltidakse lsulaian delngan fu lngsi sosial. 

Apabila tanah yang me lnjadi objelk wakaf be lrstatuls fulngsi sosial, pe llaksanaan wakaf haruls 

melmpe lrhitulngkan dampak telrhadap fulngsi sosial tanah te lrse lbult. Ke ltidakselsulaian dapat 

melnimbu llkan konflik delngan pe lratulran pelrulndang-ulndangan yang me lngatu lr fulngsi sosial 

tanah. 

Ke lndala administratif yang timbu ll dari pelrsoalan telrse lbult dapat belrulpa: 

1. Pe lmbatasan pelnggulnaan tanah. 

Tanah yang be lrstatuls fu lngsi sosial melmiliki pelmbatasan pelnggulnaan se lsulai de lngan 

pe lratulran pelrulndang-ulndangan. Ke ltidakse lsulaian dalam pelnggulnaan tanah ini dapat 

melnyullitkan pe llaksanaan akta ikrar wakaf. 

2. Prose ls pe lndaftaran yang ru lmit 

Pe lndaftaran akta ikrar wakaf diatas tanah hak milik yang be lrstatuls fu lngsi sosial dapat 

mellibatkan prosels administratif yang le lbih komplelks dan keltat dibandingkan delngan tanah 

yang tidak melmiliki fulngsi sosial telrte lntul. 

Konse lkule lnsi yang te lrjadi pada pellaksanaan Akta Ikrar Wakaf diatas tanah hak milik 

yang be lrstatu ls fulngsi sosial yaitu l: 

1. Pe lncabultan hak milik ataul statuls wakaf 

Pihak yang be lrwe lnang dapat me lncabult hak milik ataul statuls wakaf atas tanah yang 

be lrstatuls fulngsi sosial jika dite lmulkan pe llanggaran te lrhadap kelte lntulan hu lkulm atau l jika 

wakaf melnghambat fulngsi sosial yang dite lntulkan. 

2. Sanski administratif 

Telrdapat potelnsi sanksi administratif yang dapat dike lnakan olelh pihak belrwe lnang jika akta 

ikrar wakaf tidak selsulai delngan re lgullasi dan norma yang be lrlakul. 

3. Tulntultan dari pihak yang te lrdampak 

Pihak yang te lrdampak telrmasulk pihak yang me lmiliki kelpe lntingan dalam tanah ataul fulngsi 

sosialnya, dapat melngaju lkan tulntultan hulkulm jika melrasa dirulgikan olelh pellaksanaan akta 

ikrar wakaf yang tidak me lmadai ataul tidak se lsulai. 
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4. Ke ltidakbe lrlakulan di mata hulkulm 

Akta ikrar wakaf yang tidak me lmelnulhi pelrsyaratan hu lkulm dapat melnye lbabkan tanah tidak 

diakuli se lbagai milik wakaf bahkan dapat dicabu lt hak miliknya. 

Ulntulk melnde lkati prosels pe llaksanaan akta ikrar wakaf diatas tanah hak milik yang be lrstatu ls 

fulngsi sosial de lngan hati-hati me lmastikan bahwa se lmula kelte lntulan hulkulm, re lgullasi, dan norma 

yang be lrlaku l dipatulhi. Konsu lltasi de lngan ahli hulkulm ataul notaris yang be lrpe lngalaman dalam 

hulkulm tanah dan wakaf sangat disarankan u lntulk melnghindari ke lndala dan konselkule lnsi yang 

tidak di inginkan 

3.3 Solusi Yang Bisa Ditempuh Dari Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf Tersebut 

Dalam melnyoal proble lmatika wakaf yang te lrjadi, Ulndang-Ulndang Nomor 41 Tahu ln 

2004 tellah melnyatakan bahwa ada dula jalu lr pelnye lle lsaian selngke lta wakaf yaitu l jalulr litigasi 

dan non litigasi, yaitu l mellaluli jalulr Pelngadilan Agama dan ulntulk jalulr non litigasi yaitu l 

mulsyawarah. Pada Pasal 62 Ulndang-Ulndang Nomor 41 Tahuln 2004 julga me lnyatakan bahwa 

pe lnye lle lsaian selngke lta pe lrwakafan ditelmpu lh me llaluli mu lsyawarah u lntulk mu lfakat, apabila 

pe lnye lle lsaian selngke lta tidak be lrhasil, dapat dise llelsaikan mellaluli me ldiasi, arbitrase l ataul 

pe lngadilan. 

Pe lratulran Pe lmelrintah Relpulblik Indone lsia Nomor 42 Tahu ln 2006 Te lntang Pe llaksanaan 

Ulndang-Ulndang Nomor 41 Tahu ln 2004 Te lntang Wakaf melnjellaskan bahwa Akta Ikrar Wakaf, 

yang se llanju ltnya disingkat AIW adalah bu lkti pelrnyataan ke lhe lndak wakif u lntulk me lwakafkan 

harta belnda miliknya gu lna dike llola olelh nazir yang se lsulai de lngan pe lrulntu lkan harta belnda 

wakaf yang ditu langkan dalam belntulk akta. 

Le lgitimasi dari adanya akta wakaf dapat dilihat dari pasal 17 (2) U lndang-Ulndang 

Nomor 41 Tahu ln 2004 Te lntang Wakaf bagian ikrar wakaf bahwasannya, ikrar wakaf 

dinyatakan se lcara lisan/tullisan se lrta ditulangkan dalam Akta Ikrar Wakaf ole lh PPAIW. Akta 

Ikrar Wakaf atau l biasa diselbult Akta Wakaf adalah salah satul akta yang te lrmasu lk dalam belntulk 

akta otelntik karelna dibulat olelh peljabat yang dibe lri welwe lnang akan hal telrse lbult. Hal ini tellah 

se lsulai delngan Pasal 1868 Kitab U lndang-Ulndang Hulkulm Pe lrdata, yaitu l “Su latul akta otelntik 

ialah su latul akta dalam belntulk yang dite lntulkan olelh ulndang-ulndang, dibu lat olelh ataul dihadapan 

ke lpada pelgawai-pe lgawai u lmulm yang be lrkulasa ulntulk itul di te lmpat ataul di mana akta 

dibulatnya. 

Ke lbe lnaran yang ada dalam akta ote lntik melngikat para pihak, dan me lngikat ke lpada 

hakim, selhingga hakim haruls me lnjadikannya se lbagai fakta yang se lmpulrna dan culkulp ulntulk 

melngambil kelpultulsan. Me llelkatnya ke lpultulsan pelmbulktian yang se lmpulrna dan melngikat akta 
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otelntik melmbulat dirinya mampu l belrdiri se lndiri selbagai bu lkti, dia tidak me lmelrlulkan bantulan 

alat bulkti lain, selhingga batas minimal pe lbulktiannya cu lkulp pada dirinya se lndiri. 

Dari hasil pelne llitian, bahwa tanah wakaf yang te lrle ltak di Pe lrulmahan BSD Pe lrdana 

Ke llulrahan Labu lh Barul Barat, Ke lcamatan Payu lng Se lkaki Kota Pe lkanbarul. Pe lnge lmbang 

melmisahkan pelrsil tanahnya u lntulk diwakafkan melnjadi masjid, yang mana ikrar awalnya 

hanya diu lcapkan selcara lisan. Akan te ltapi kelinginan wakaf telrse lbult tidak selrta melrta 

direlalisasikan pelndaftarannya, se lhingga niat baik yang tidak diiringi de lngan cara yang baik 

hasilnya me lnjadi kulrang baik.  

Hal telrse lbult, dibulktikan pada saat pelnye lrahan selrtifikat hak milik ulntu lk wakaf kelpada 

nazhir baru l dise lrahkan pada tahuln 2019, padahal prosels pe lmisahan dan/ataul pe lmelcahan 

se lndiri didaftarkan dan te llah se llelsai pada tahuln 2008 dan masjid di bangu ln de lngan swadaya 

masyarakat yang mana pe lnge lrjaannya dimu llai pada tahuln 2010, dan ikrar wakaf diu lruls pada 

tahuln 2019. 

Se ltellah Akta Ikrar Wakaf dibu lat di hadapan PPAIW dan ingin didaftarkan ole lh nazhir 

atas pelrse ltuljulan PPAIW pada Badan Pelrtanahan Nasional Kota Pelkanbarul, namuln prose ls 

telrse lbult ditolak karelna pada selrtifikat telrtu llis bahwa tanah telrse lbult melrulpakan fasilitas sosial. 

Hal te lrse lbult belrdampak pada keltidakpastian pada pellaksanaan wakaf itul se lndiri dan julga izin 

ulntulk melndirikan bangu lnan atas masjid ju lga me lnjadi telrkandala. Yang mana fasilitas sosial 

yang terdapat pada lingkungan perumahan harus terjadi pelepasan dan penyerahan dengan 

serta merta pada saat pengembang melakukan pemecahan sertifikat atas parsil perumahan. 

Perlu diketahui bahwa hak kebendaan dapat beralih karena adanya penyerahan (levering), dan 

penyerahan benda tersebut harus berdasarkan jenisnya. Penyerahan hak dibagi 2 (dua) yaitu 

penyerahan secara nyata dan penyerahan secara hukum. Penyerahan tanah yang diperuntukan 

untuk fasilitas sosial dalam lingkungan perumahan mestinya diserahkan kepada pemerintah 

daerah sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, dalam hal ini juga perlunya 

pengawasan dan penertiban dari instasi terkait mengenai penyerahan lahan fasilitas ssoial 

dilingkungan perumahan, serta peran dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam hal ini 

mestinya tidak mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah yang diperuntukan untuk fasilitas 

sosial karena hak atas tanah fasilitas sosial merupakan hak atas tanah yang penguasaannya 

jatuh kepada pemerintah daerah.  

Telori Hulkulm Pe lmbangu lnan melnulrult Mochtar Ku lsulmaatmadja, telori ini melmiliki 

pokok-pokok pikiran te lntang hu lkulm yang mana melncakulp konse lp hulkulm yang be lrfokuls pada 

pe lmbangu lnan elkonomi dan sosial ulntulk melningkatkan ke lse ljahtelraan masyarakat. De lngan 
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melne lrapkan prinsip-prinsip dari telori hu lkulm pe lmbangu lnan, pe llaksanaan akta ikrar wakaf 

pada tanah delngan statu ls fasilias sosial dapat me lnjadi instrulme lnt yang le lbih elfelktif dalam 

melndulku lng pe lmbangu lnan yang be lrke llanju ltan dan belrkeladilan. 

Berdasarkan hasil peneletian, solu lsi yang bisa dite lmpulh terhadap tanah yang sudah 

berstatus fasilitas sosial yang menjadi objek wakaf te lrselbu lt yaitu l delngan cara tanah yang 

menjadi harta benda wakaf te lrse lbult haru ls dise lrahkanl ke lpada pihak Pe lmelrintah Kota 

Pe lkanbarul ulntulk di catatkan selbagai ase lt dae lrah mellaluli Badan Pe lnge llolaan Ke lulangan dan 

Ase lt Dae lrah (BPKAD)  pe lme lrintah Kota Pe lkanbarul, serta terhadap masjid yang telah 

dibangun diatas tanah fasilitas sosial pengurus dengan ini membuat surat kesepakatan 

pemanfaatan lahan fasilitas sosial dengan pemerintah sehingga pengelolaan tanah yang 

diatasnya telah berdiri masjid beralih kepada pengurus masjid. Akta ikrar mana yang telah 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tidak dapat digunakan sebagai hak atas tanah masjid 

dikarenakan tanah yang menjadi objek wakaf merupakan tanah non efektif yang 

peruntukannya sebagai tanah fasilitias sosial dilingkungan perumahan. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini, dapat disimpulkan beberapa hal 

penting. Pertama, keabsahan wakaf dapat dinilai dari beberapa aspek, yaitu terpenuhinya rukun 

dan syarat wakaf. Menurut mayoritas ulama, rukun-rukun wakaf meliputi orang yang 

mewakafkan (wakif), objek yang diwakafkan (mawquf ‘alayhi), barang yang diwakafkan 

(mawquf bih), dan ikrar wakaf. Apabila salah satu dari rukun atau syarat ini tidak terpenuhi, 

maka akta ikrar wakaf dianggap tidak sah. Hal ini juga berlaku pada akta ikrar wakaf nomor 

W02/07/VII/2019, di mana sertifikat hak milik yang seharusnya menjadi harta benda wakaf 

tidak lagi dikuasai oleh wakif, melainkan telah dialihkan untuk menjadi tanah fasilitas sosial 

sesuai siteplan yang dikeluarkan oleh dinas terkait untuk lahan non-efektif pada perumahan. 

Akibatnya, akta ikrar wakaf tersebut menjadi tidak sah karena tidak memenuhi semua rukun 

wakaf. Kedua, dalam pelaksanaan pendaftaran Akta Ikrar Wakaf W02/07/VII/2019 di Kantor 

Pertanahan Kota Pekanbaru, terdapat kendala karena sertifikat hak milik yang menjadi objek 

wakaf diperuntukkan sebagai fasilitas sosial perumahan. Hal ini menghambat proses 

pendaftaran akta ikrar wakaf dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum seperti sanksi 

administratif bagi pihak terkait jika akta wakaf tidak sesuai dengan regulasi dan norma yang 

berlaku, serta dapat mengakibatkan pencabutan hak milik atas tanah wakaf. Solusi yang dapat 

diambil adalah dengan berkoordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Pekanbaru. Tanah milik yang menjadi 
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harta benda wakaf tidak dapat didaftarkan pada kantor pertanahan kota Pekanbaru karena 

statusnya sebagai tanah untuk fasilitas sosial di lingkungan perumahan. Untuk pemanfaatan 

lahan fasilitas sosial yang digunakan untuk masjid, pengurus masjid harus membuat surat 

kesepakatan pemanfaatan lahan fasilitas sosial dengan pemerintah, sehingga hak pengelolaan 

tanah fasilitas sosial dapat beralih ke pengurus masjid. 
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